Berkat Penerapan Electronic Traffic Law3Enforcement, Pendapatan Daerah

Jateng Turut Terdongkrak Hingga Capai 115 Persen

Sumber Gambar : https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/begini-
mekanisme-tilang-elektronik-etle

Isi Berita:

SEMARANG, suaramerdeka.com - Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement
(ETLE) oleh Polda Jateng berjalan efektif per Januari 2022.

Direktorat lalu lintas Polda Jateng sendiri telah mendirikan Posko untuk memantau arus
lalu lintas dan pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

Terkait pelaksanaan ETLE di Jateng, Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus
Suryonugroho, menerima kunjungan dari Bapenda Provinsi Jateng dan Jasa Raharja
Cabang Utama Semarang.

Pada para tamunya, Dirlantas menjabarkan sistematika penerapan ETLE mulai dari
pencatatan pelanggaran di jalan raya hingga proses pembayaran dendanya oleh pelanggar.
“Segala bentuk pelanggaran sudah bisa kita capture (rekam) dan kita foto. Lalu kita
konfirmasi dan validasi,” kata Kombes Agus saat memberikan paparan Jumat (4/2) siang.
Dijelaskan pula, pemberitahuan pelanggaran secara elektronik, pembayaran denda pun
secara elektronik melalui BRIVA.

Kombes Agus membeberkan sejak 3 Januari hingga 31 Januari 2022 telah merekam
90.524 pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE.
“Capture pelanggaran terbanyak ada dari Polrestabes Semarang yang merekam 3.786
pelanggaran. Adapun pelanggaran Terbriva terbanyak ada dari Polres Boyolali mencapai

3.807 pelanggaran,” ungkap dia.
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Sementara jenis pelanggaran terbanyak, ungkap Dirlantas, adalah pengendara motor
tanpa helm dan pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman.
Menanggapi ucapan Dirlantas, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jateng
Peni Rahayu mengucapkan terimakasih kepada Ditlantas Polda Jateng atas penerapan
ETLE.

“Kami sangat berterimakasih atas adanya ETLE. Kami sangat merasakan dampaknya,
pendapatan pajak kendaraan di Bulan Januari yang targetnya 386 miliar, sekarang malah
tercapai 487 miliar. Ini tercapai 115 persen. Alhamdulilah naik 15 persen dari target,”
kata Peni
Dengan dampak baik ini, kata dia, pihaknya akan terus mengembangkan sistem yang ada
bersama pihak terkait.

Tujuannya  untuk mengejar  ketaatan ~ pembayaran  pajak  kendaraan
“Di situ kan ketika terekam pelanggaran, juga terdapat siapa saja yang belum bayar pajak
kendaraan,” ungkapnya.

Adapun Kepala Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Jahja Joel Lami menegaskan
dengan adanya ETLE ini membawa dampak pada pembayaran asuransi Jasa Raharja
“Dampak dari sistem yang digagas pak Direktur Lalu Lintas sangat luar biasa, ada
peningkatan kepatuhan masyarakat membayar premi jasa raharja. Ini luar biasa

terobosannya,” kata Jahja.

Sumber Berita :

1. https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law
enforcement-etle.html, 25 Maret 2021

2. https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042603674/berkat-penerapan-etle-

pendapatan-daerah-jateng-turut-terdongkrak-hingga-capai-115-persen, tanggal 4
Februari 2022
3. https://jateng.inews.id/berita/90524-pelanggaran-lalu-lintas-di-jateng-terekam-etle-

didominasi-pengendara-tanpa-helm, 4 Februari 2022

Catatan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
1. Pasal 1
a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Angka 21 menyatakan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat.

Angka 23 menyatakan bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenai Pajak.

Angka 24 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Angka 28 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan bermotor yang selanjutnya
disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.

Angka 30 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan
beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau
kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi

terdiri atas:

a. PKB;

b. BBNKB;

c. PAB;

d. PBBKB;

e. PAP;

f. Pajak Rokok; dan

g. Opsen Pajak MBLB

3. Pasal 7

a. Ayat (1) menyatakan bahwa Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
atas Kendaraan Bermotor.

b. Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor
yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

(a) Kereta api;
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(b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;

(c) Kendaraan Bermotot kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan Pajak dari pemerintah,;

(d) Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

(e) Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

4. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian
antara 2 (dua) unsur pokok yaitu:
(a) Nilai jual Kendaraan bermotor; dan
(b) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
5. Pasal 10
a. Ayat (1) menyatakan bahwa Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

(a) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama,
ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan

(b) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan
seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam
persen).

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah
provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB
ditetapkan sebagai berikut:

(a) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling
tinggi sebesar 2% (duapersen); dan

(b) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan
seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

c. Ayat (3) menyatakan bahwa Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan,
angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga
sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling
tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Catatan Akhir:
Electronic Traffic Law Enforcement di Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah adalah
implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran - pelanggaran dalam berlalu lintas

secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban
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dalam berlalu lintas. Pemetaan data kecelakaan menunjukkan keterkaitan antara tingginya
pelanggaran dengan kecelakaan fatal yang terjadi (https://jateng.tilang.id/#/landing)

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi

______________________________________________________________________________________________|
Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 5



